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BUPATI BARITO SELI\TAIT
PROVINSI I(ALIMAIYTAN TENGATI

KEPUTUSAITT BUPATI BARITO SEI,ATAIT
NOMOR 188.45/ 1P,t 12oi22

TEITTAfiG

PEDOMAN MAIIA"IEMEII RISIKO SIS?EM PEMERIIYTAHAIY BERBASIS
ELEKTRONIK DI LIITGKUITGAIT PEMERItrTAII

I{ABUPATEIT BARITO SELITTAN

BUPATI BARITO SEtI\TAIY,

bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan ya.lxg
efektif, efisien, transparan dan akuntabel di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan perlu menerapkan
sistem pemerintahan berbasis elektronik;

bahwa untuk menciptakan birokrasi yang profesional pada
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dan mewujudkan tata
kelola pemerintahan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu adanya manajemen risiko penerapan sistem
pemerintahan berbasis elektronik;

bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 5 Tahun 2O2O, tentang Pedoman Manqfemen Risiko
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu dibuat
pedoman manajemen sistem pemerintahan berbasis
elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito
Selatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pedoman
Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
di Lingkung€Ln Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Katimantan;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OO8 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor L9 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2OO8 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
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undang-undang Nomor 14 Tahun 2oo8 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20 l s
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor L Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OL6 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2}lg tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OL6
tentang Perangkat Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2O2O tentang pedoman
Manajemen Risiko sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun
2O2O tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun
2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Selatan;

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun
2O2O tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor LT Tahun 2O2L
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN:

Pedoman Manqiemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagran tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
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Menetapkan

KESATU



KEDUA

KETiGA

KEEMPAT

KELIMA

Pedoman sebagaimana dimaksud daiam Diktum KESATUdimaksudkan sebagai acuan dalam p"i.r.""rr"r, ManajemenRisiko sistem Femerintahan Berbasis Eiektronik pemerintah
Kabupaten Barito Selatan.

Prl*. pelaksanaan 
.penerapan manajemen risiko sistemPemerintahan Berbasis Elekironik, selui-ut 

-n 
"uogt.t Daerahlingkup Pemerintah Kabupaten Barito selatan wajib berpedomanpada pedoman sebagaimana dimaksuo paJ* nittum KESATU.

lgg4" biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini,d_ibebankan pada Anggaran pendapatan d; B.Hqi" D*;;
Kabupaten Barito Selatan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggar ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 11 JuJLi 2022

SELATAIV,



LIIMPIRAN : KEPUTUSAIY BUPATI.BARITO SELATAN
NOMOR : 188.451 521 lzozZ
TAITGGAL . 'ii J'ILi"i 2O2Z
TEITTANG : PEDOMAN MANA"IEMEN RIsIKo sIsTEM

PEMERIITTAIIAIT BERBASIS ELEKTROITIK DI
LINGKUNGAN PEMERIIITTAII KABUPATEN
BARITO SELATAIT.

PEIX)MAII MAIII"IEMEII RISIKO SISTEM PEMERTLTAI{AN

BERBASIS ELEKTRONIK

BAB I
PENDAIIT'LUAII

A. Latar Belakang
Revolusi Teknologi lnformasi dan Kornunikasi (TIK)

mernberikan peluang bagi pemerintale urrtr.rk melakukan inovasi
pembangunan apara-tur negara melalui penerapa.n Sistern
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atam E-Gouemment,
yaitu penyelengg€rraan pemerintahan yangmemanfaatkan TIK
untuk rnemberikan layanan kepada instansi pemerintatr,
Aparatur sipil Negara (ASN), pelaku bisrris, rnasyarakat, dan
pihak-pihak lainnya. penerapan spBE akan mend.orong dan
mewrrjudkan penyelengga.raan pemerintahan yang terbuka-,
partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi
antar instansi pemerintal. datarn rnelaksanakan urusar dan
ttrgas pernerintakran r-lntuk mencapai t*j,an bersarna,
meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada
masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalalrgunaan
kewenangan dalarn bentrrk kolusi, korupsi, d,a:r nepotisme
rnelarui penerapan sistern pengawas€rn dan pengaduan
masyarakat berbasis elektronik.

Mornentum pengembangan spBE telah dimr.rlai sejak
diterbitkanrrya Instmksi Presiden Nomor 3 Tahun 2OOg tentang
Kebijakan dan Stra-tegi Nasional Pengembangan E-Gouemmertt
dimana menteri, kepala lernbaga, dan kepala d.aera].
diinstnrksikan untuk rnelaksanakan pengembangan spBE
sesr:ai tr-rgas, fungsi, kewenangan, dan kapasitas srrmber daya
yang dimilikinya.



Pada tahun 2A21, pelaksanaan Evaluasi SPBE telah
dilaksanakan dengan rnenggunakan instrurnen yarrg telah

disesrraikan, dari yang sebelumnya 37 indikator menjadi 47

indikator, dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB

Nomor 59 Tahun 2A2O tentang Pemantaman dan Evalrrasi SPBE.

Penyesuaian atas instrurnen d,ilakuka.n rrntrrk rnemastikan
peningkatan kualitas SPBE dapat tercapai sebagairna.na €Lrnanat

Peratrrran Presiden Nornor 95 Tahun 20 18 tentang Sistern

Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dengan diterapkannya
instrumen baru ini tentunya terdapat penyesuaian dalarn

penilaian yang berdampak pada penurunan nilai indeks SPBE di
harnpir seluruh Instansi Pusat dan Pernerintah Daerah terutama
pada indikator-indikator baru yang dinilai pada talurn ini.
Namun hal ini ditargetkam untuk rnemenuhi cakupan yarag lebih
komprehensif, dirnana hasil penilaian tahun 2O2L

merepresentasikan indeks penerapan SPBE dengan kualitas
ya.ng lebih optimal"

Berbagai penerapan SPBE telah dihasilkan oleh Pernerintah

Da.erah dan telah rnernberi kontribusi efisiensi dan efektivitas
penyelenggaraan pernerintatran. Namun demikian, hasil
pengembangan SPBE menunjukkan tingkat maturitas yang

relatif rendah dan kesenjangan yarag tinggr antara Pemerintah
Daerah. Berdasarkan hasil evaluasi SPBE Ta]:un 2A2L, indeks

SPBE Nasional mencapai nilai 2,24 dengan predikat Cukup dari
target indeks SPBE sebesar 2,6 dari 5 (lirna) level dengan

predikat Baik. Ditinjau dari capaian Pemerintah Kabr.paten

Barito Selatan, indeks SPBE adalah sebesar 2,28 dengan

predikat cukup dan masitr kurang cukup ideal dari target
predikat baik (2,6-3,5). Hal ini menur{ukkan adanya
perrnasalahan dalam pengembangan SPBE di Kabupaten Barito
Selatan.

Permasalatran pertarna adalah belum adanya tata kelola

SPBE yarag terpadu di rnulai tingkat nasional rnaupun. di tingkat
Pemerintatr Daerah. Berdasarkan kqiian Dewan Teknologi

Informasi dan Komunika.si Nasional tahun 2AL6, ditemukan
balrwa 650/o dari belaqia perangkat lunak (aplikasildigunakan

unruk membangun aplikasi yalag sejenis antar instansi



pernerintah' Disarnping itu, berdasarkan survei infrastruktur
Pusat Data termasuk ruang server yang dilakukan oleh
Kernenterian Komunikasi da.n Informatika tatmn 2OLa terdapat
27OO pusat data dan ruang server di 630 Pernerintah Daerah,
yang berarti rata-rata. terdapat 4 (ernpat) pusat data dan mang
server di setiap Pernerintah Daerah. Rata-rata utilisasi pgsat data
dan ruang server secara. nasional hanya mencapai soo. dari
kapasitas tersedia. Fakta ini menunjukkan adanya ego sektoral
dan sulitnya koordinasi di dalam dan antar Pernerintah Daerah
sehingga merryebabkan te{adi duplikasi anggaran belanja dan
kapasitas yang melebihi kebutuhan.

Permasalahan kedua adatah belum optimarnya penerap€ul
layanan SPBE yang terpadu. Sebagaimana diketahui bahwa proses
perencanaan, perrganggarars., pengadaan, pelaporan keuangan,
pemantauan dan evaluasi, dan akuntabilitas kineq'a adalah saling
terkait antara sa-tu proses d.engan proses lainnya saat ini,
peneraparl layanan pererrcanaan, pengangga_ra.n, pengadaafi,
pelaporan keuangan, pemantaman d.an evaluasi, dan akuntabilita.s
kinerja diwqjudkan dalam bentuk sistem aplikasi yang berdiri
sendiri di sefoe,gian besar Instansi pemerintah. Kondisi sistem
aplikasi yang berdiri sendiri berlaku pula pada layanan
kepegawaian, kearsipan, dan perayanan publik lainnya.
Permasalahan layanan spBE yarag belum terpadu dapat
mengakibatkan kualitas pelaksanaan kegiatan pemerintah menjadi
kurang efektif dan kurang efisien.

Permasalahan ketiga adalah terbatasnya jumlah pegawai ASN
yang memiliki kompetensi TIK untuk mendukung penerapan spBE.
Saat ini terjadi kesenjangan antara standar kompetensi jabatan
fungsional ASN terkait dengan TIK seperti Jabatan Fungsional
Pranata Komputer dan Jabatan Fungsional sandiman dengan
standar kornpetensi okupasi rIK yang diakui oleh industri TIK.
Peningkatan kapasitas pegawai ASN melalui pelatihan di bidang TIK
belum dapa.t dipenuhi dikarenakan terbatasnya anggaran. Di sisi
lain, permintaan sumber Daya Manusia (sDM) TIK di pasar tenaga
kerja termasuk di Instansi Pemerintah tidak diimbangi dengan
ketersediaan sDM TIK itu sendiri. Hat ini dapat mengakibatkan
terganggunya pengoperasian aplikasi, infrastruktur TIK, dan



keamanan r:ntuk memberikan layanan spBE yang terbaik.
Di sisi lain, perkemb€rngan tren TIK 4.o merupakan faktor

kunci eksternal yang m€unpu mendorong terwujudnya penerapan
SPBE yang terpadu dan peningkatan kualitas layanan spBE yang
memudahkan pengguna dalam mengakses layanan pemerintah.
Beberapa tren TIK 4.o yang berkembang antara lain: pertama,
teknologi mobile internet dapat dimanfaa"tkan untuk kemudaha,
akses layanan pemerintah melalui gawai personal pengguna yang
bebas bergerak tanpa batasan waktu dan lokasi; kedua, teknorogi
cloud comlrutirug memberikan efektivitas dan efisiensi yang tinggi
untuk melakukan integrasi TIK; ketiga, teknologi internet of things
(IoT) mampu memberikan layanan yang bersifat adaptif dan
responsif terhadap kebutuhan kustomisasi layanan yang diinginkan
pengguna serta memperluas persediaan kanal_kanal layanan
pemerintah; keempat, teknologi big d,ata analgtics marnpu
memberikan dukunga.n pengeunbilan keputusan dan penyusunan
kebijakan basr pemerintah; dan kelima, teknologi artificial
intelligence dapat membantu pemerintah dalam mengurangi beban
administrasi seperti penerjemahan dokumen dalam bentuk tulisan/
suara serta membantu publik dalam memecahkan permasalahan
yang kompleks seperti kesehatan dan keuangan.

Adanya perrna.salahan penerapan SPBE dan tren revolusi
TIK 4.o melal.irkan sejurnlah risiko yang dapat berpengamh
terhadap pencapa"ian tujuan spBE. permasalahan penerapan
SPBE dapat berkontribusi pada risiko negatif yang dapat
mengtrambat pencapaian tujuan SPBE. Sementara tren revol,si
TIK 4-o dapat berkontribusi pada risiko positif yang dapat
rneningkatkan peluang keberhasilan pencapaian tr4iuan spBE.
oleh karena- itrr, berbagai risiko yang timbul datam perrerapan
SPBE harus dikelola dengan baik oletr Pernerintah Daera.tr
sebagai penyeleragga.ra spBE. untuk rnenjamin keberlangsungan
penerapan SPBE, diperlukan manqiemen risiko spBE yang
dilaksanakan oletr Pernerintah Daerah untuk rnerrcapai tr-1iuan
SPBE sebagaimana diarnanatkan dalarn Peraturan presid.en
Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik.



B. Maksud dan Tr{uan
Pedoman Manqiemen Risiko SPBE dirnaksudka:r r:ntuk

rnemberikan panduan bagr pernerintal Daerah dalam
melaksanakan Malqiernen Risiko spBE di lingkungannya.

sedangkan tujr.ran dari Manqiemen Risiko spBE adatah :

1. Meningkatkan kemungkinan pencapaian tr4iuan penerap€rn
SPBE di Pemerintah Daerah Kabupaten Barito selatan;

2. Mernberikan dasar yang kuat untrrk perenca:eaan dan
pengarrrbilan keputusan melalui penyqiian informasi Risiko
SPBE yang memadai di Pemerintah Daerah Kabupaten Barito
Selatan dalam penerapan SpBE;

3. Meningkatkan optimalisasi pernanfaatan slrrnber daya SpBE
di Pemerintah Daerah Kabupa.ten Barito Sela.tan dalarn
penerapan SPBE;

4. Meningkatkan kepatr.rhan kepada peraturan dararn
penerapan SPBE; dan

5. Menciptakan budaya sadar Risiko spBE basr pegawai ASN di
lingkungan Pernerintah Daerah Kabupaten Barito Selata:r
dalam penerapan SPBE.

C. Manfaat
Manfa.at dari penerapa.n Manajemen Risiko spBE daram

penerapan SPBE adalah :

1. Mewujudkan tata kelola pernerintahan yang efektif, efisien,
transparan, dan akuntabel melalui penerapana spBE di
Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Se1ata.n;

2. Mewr{udkan penerapan SPBE yang terpadu di pemerintah

Daerah Kabupaten Barito Selatan;
3. Meningkatkan kinerja pernerintahan di Pemerintatr Daerah

Kabupaten Barito Selatan;
4. Meningkatkan reputasi dan kepercayaan pernangku

kepentingan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Barito
Selatan; dan

5. Mewujudkan budaya kerja yang profesional dan berintegritas
di Pernerintah Daeratr Kabrrpa.ten Barito Selatan.



D. Ruang Lingkup
Ruang lingkup pedoman Manqjemen Risiko spBE yang

rnenjadi fokus pernbahasarr rnencakup :

1. Kerangka kerja Manqiemen Risiko SpBE;
2. Proses Manajemen Risiko SpBE;

3. Struktur Manqiemen Risiko SpBE; dan
4. Budaya sadar Risiko SPBE.

E. Pengertian Umum
1. Manqjemen Risiko SPBE adatah pendekatan sistematis yalg

meliputi proses, pengukurarr, struktr.rr, dan budaya untuk
menentukan tindakan terbaik terkait Risiko spBE.

2. Risiko SPBE adalah peluang terjadinya suatu peristiwa yang
akan mempengaruhi keberhasilan terhadap pencapaian
tu.juan perrerapan SpBE.

3. Risiko SPBE Positif adalal: peh.rang terjadinya suatrr peristiwa
yang akan meningkatkan keberhasilan terhadap pencapaian
tqjuan penerapan SPBE.

4. Risiko SPBE Negatif a.dalah peluang terjadinya suatrr
peristiwa yarrg akan menlrrunkan keberhasilan terhadap
pencapaian tujuan penerapan SpBE.

5. Kategori Risiko SPBE adalah pengelornpokan Risiko SpBE
berdasarkan karakteristik penyebab Risiko spBE yang
rnenggarnbarkan seluruh. jenis Risiko spBE yang terdapat
pada Pemerintah Daerah.

6. Area Dampak Risiko spBE adalah pengelompokan area yang
terkena dampak dari Risiko SpBE.

7 - Kriteria Risiko SPBE adalal: parErrrr.eter atan-r rrkuran secara
kuantitatif atau kuatitatif yang digunakan untuk
menentrrkan Kriteria Kernungkinan Risiko SPBE dan Kriteria
Darnpak Risiko SPBE.

8. Kriteria Kemrrngkinan Risiko SPBE adatah besarnya peluang
terjadinya suatu Risiko spBE dalam periode terterrtu.

9. Kriteria Darnpak Risiko spBE adalah besarnya akibat
terjadinya suatu Risiko SPBE yang mempengaruhi sasara-rr
SPBE.



1o. Besaran Risiko spBE adalah nilai Risiko spBE yang
dihasilkan dari proses analisis Risiko SPBE.

I 1. Level Risiko SPBE adalah pengelompokan Besaran Risiko SpBE
yang mendeskripsikan tingkat Risiko SPBE.

12. Selera Risiko SPBE adalah penentr-ra:e Besaran Risiko SpBE
di Pemerintah Daerah yang dapat diterima atau ditangani.

F. Sflstemattka, Pedornan
Sistematika Pedoman Manajemen Risiko SPBE disqsqn

dalam 5 (lirna) bab, yaitrr:

' Bab I : Pendahtrhlan merntrat latar belakang, rnaksqd dan
tujuan, manfaat, ruang lingkup, dan pengertian umum;

. Bab II : Kerangka Kerja Manajernen Risiko spBE memqat
deskripsi kornponen-kornponen dasar yang rnen]rusun
kerangka kerja tersebrrt;

' Bab III : Proses Manqiemen Risiko spBE memuat proses
komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks Risiko SpBE,
penilaian Risiko SPBE, penanganan Risiko spBE, pencatatan
dan pelaporar., serta pernantarran dan evaluasi;

. Bab IV : struktur Manajemen dan Budaya Sadar Risiko spBE
memuat tugas dan fungsi dari strrktur Manajernen Risiko
SPBE dan pelaksar:aan pembangrrnan budaya sad.ar Risiko
SPBE; dan

' Bab v : Penutup memuat ringkasan pedoman Manqiemen Risiko
SPBE.



BAB II
KERAIIGKA KERJA IIIAITA"IEMEI$ RISIKO SPBE

Kerangka kerja Man4jernen Risiko SPEiE rnendeskripsikan
komponen dasar yang digunakan sebagai landasan penerapan
Manajernen Risiko SPBE di Pernerintatr Daerah. Tujuan dari
kerangka kerja Manqjemen Risiko SPBE adalah untuk mernbantu
Pernerintah Kabupaten Barito Selatan dalam mengintegrasikan
Ma.najernen Risiko SPBE ke dalarn kegia.tan pelaksanaan tugas
dan fi-ngsi Pernerintatr Daeratr.

Kornponen dasar dari kerangka kerja ini terdiri atas prinsip
rnengenai peningkatan nilai dan perlindungan, kepemimpinan
dan kornitnren, serta proses dan tata kelola Mana.jernen Risiko
SPBE sebagainlana terlihat pada_ Garnbar 1.

Garnbar 1. Kerangka Kerja Manqjernen Risiko SPBE

Penlngkatan Nilai dan Perlindungan
Prinsip utarna dari penerapan Manqjernen Risiko spBE

adalal. menciptakan peningkatan nilai tambah dan
perlindungan ba.gi Pernerintah Kabupaten Barito selatan

A.



dalam penerapan SPBE. Prinsip utarna tersebut rnerniliki
karakteristik sebagai berikut :

L. Terintegrasi, yaitu Manajernen Risiko SPBE rnerupakan
serangkaian proses yang terintegrasi dengan proses

pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;

2. Terstmktur dan kornprehensif, yaitu Manajernen Risiko
SPBE dibangun secara. terstruktur, sistematis, darr

rnenyelurr-rh untr.rk rnernberikan kontribusi terhadap
efisiensi dan konsistensi trasil yang dapat diukrrr dalarn

peningkatan kualitas perrerapan SPBE;

3. Dapat disesuaikan, yaitu kerangka kerja da"n proses

Manqjerrren Risiko SPBE dapat disesuaikan dengan
konteks internal dan eksternal Pernerintah Kabupaten
Barito Selatan dalarn perrera"pa-n SPBE;

4. Inklusif, yaitu Manajemen Risiko SPBE melibatkan semu.a

pemangku kepentingan sesuai dengan pengetahLtan,

pandanga:l, dan persepsinya untrrk membamgun budaya

sadar Risiko SPBE di Pernerintall Kabr:paten Barito Selatan;

5. Dinamis, yaitu Manajemen Risiko SPBE dapat dipergunakan

untuk mengantisipa.si dan filerespon perr.rbahan konteks

Pemerintatr Daerah dengan tepat dan sesuai wakttr;
6. Informasi tersedia dan terbaik, yaitu informasi yang

digunakan sebagai masukan dalarn proses Manajemen Risiko

SPBE didasarkan pada data historis, pengalaman, observasi,

perkiraan, penilaian ahli, dan data dukung lain yang tersedia

di Pernerintah Kabupatere Barito Selatan;

7. Faktor manusia dan bud&y&, yaitu keberhasilan peneraparL

Manajemen Risiko SPBE di Pemerintah Kabrrpaten Barito
Selatan dipengaruhi oleh kapasitas, persepsi, kesungguhan,

dan budaya kerja dari pegawai ASN yarag terlibat dalarn

penerapan SPBE; dan
8. Perbaikan berkelanjtttan, yaitu Man4iemen Risiko SPBE

senantiasa dikernbangkan rnelalui strategi perba.ikan

manaJernen secara berkelanjutan dan peningkatan

kernatangan penerapan Manqiernen Risiko SPBE.



B. Kepemimpinan dan Komitmen
Pimpinan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan hendaknya

rnenr.rrrjrrkkan kepemimpinan dan komitmen dalarn pen'erapafl

kerangka kerja Manqjemen Risiko sPBE melalui proses:

1. lntegrasi
KerangkakerjaManajernenRisikoSPBEhendaknya
diintegra.sikan dengan proses pelaksanaarr tr.rgas dan

fungsi Pernerintal. Daerah. lntegrasi dapat dilakukan

dengan memal.arni struktr-rr dan konteks organisasi yang

didasarkan pada trlitran, Sasaran, dan kompleksita"s

organisasi.
Berdasarkan stmktrrr da:r konteks organisasi tersebu.t, tata

kelola Manajemen Risiko SPBE perh'r dibangun dengan

Inenjrusgn stmktur Manajemen Risiko SPBE beserta ttrgas-

trrgasnya untuk menjalankan, mengendalikar:, dan

rnelakr.rkan peragawas€rn terhadap penerapan proses

Ma.najernen Risiko SPBE datarn rangka mencapai sasaran

d'an target kinerja orga,nisasi dalarn pen.erapan SPBE.

2. Desain
perancangan kerangka kerja Manajernen Risiko SPBE

dilakukan dengan cara:

a. Memahami stmktur dan konteks organisasi termasuk

tr4juan, sasarall', dan kompleksitas organisasi;

b. Mengekspresikan komitmen pimpinan tertradap peneraparn

kerangka kerja Manajemen Risiko SPBE dalarn bentuk

kebijakan, pernyataan., atanr bentuk dukungan lainnya;

c. Menetapkan kewenangalf., tanggung jawab, dan akuntabilitas

dari setiap peran d"i dalarn kerangka kerja Manqiernen Risiko

SPBE;

d. Menyediakan sumber d.aya yang diperlukan seperti soM dan

kompetensi, an.ggaran, proses dan prosedtrr, inforrnasi dan

pengetahuan, dan Pelatihan; dan

e, Membangul1 komunikasi da.n konsultasi urrtuk efektivitas

implernentasi kerangka kerja Manajernen Risiko sPBE'

3. lmplementasi

Kerangt<a kerja Manajemen Risiko sPBE diterapkan dengan

melibatkan semua pemangku kepentingan di Pernerintah

Ka.bgpaten Barito Selatan rnelalui pen)nlsllraan relacals'a''



penyediaan sumber daya, pembrratan keput,san, dan
pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE.
Pernantauafl. dan Evaluasi
untuk mengukur efektivitas implementasi kerangka kerja
Man4iemen Risiko spBE, pirnpinan pemerintah Kabupaten
Barito selatan perlu melakukan pemantau.an" dan evarr.rasi
secara berkala untuk pengukuran kinerja dan kesesuaian
kerangka kerja Manqiemen Risiko spBE tertra.d.ap tujuan dan
sasaran SPBE.

Perbaikan

Hasil pemantallan dan evaluasi kerangka kerja Manqiemen
Risiko SPBE digunakan untuk melakukan perrbahan dan
perbaikan kerangka kerja Manajernen Risiko spBE seca.ra
berkelar{utan sehingga kesesuaian, kecukupan, dan
efektivitas dari kerangka kerja tersebut dapat ditingkatkan.

c. Proses dan Tata Kelola Manajemen Risiko spBt
Proses Man4iernen Risiko spBE rnerupakan rangkaian

proses yanag sisternatis dan rnenjadi baeiarr dari proses
pelaksanaa.rl tugas dan fungsi Pernerintah Daerah untr,rk
perrgarnbilan keprrtusan di tingkat strategis, operasionar, dan
pelaksanaan proyek. Proses Manajemen Risiko spBE yang
dilaksanakan oleh Pernerintatr Kabupaten Barito Sela.tan terdiri
atas proses:

1. komunikasi dan konsultasi;
2. penetapan konteks Risiko SpBE;
3. penilaian Risiko SPBE, yang terdiri atas identifikasi Risiko

SPBE, analisis Risiko SPBE, dan evalrrasi Risiko spBE;
4. penanganan Risiko SpBE;

5. pemantauarf. dan reviu;
6. pencatatan dan pelaporan.

Sedangkan, tata kelola Manajernen Risiko SPBE rnelrpakan
rnekanisme untuk mengatur kewenangan dan memastikan
akuntabilitas pelaksanaan Manqjernen Risiko spBE di
Pemerintatr Kabupaten Barito Selata.n. Dalam tral ini, tata kelola
Manqiemen Risiko SPBE dibangun dengan menJrusun struktur
Manqiemen Risiko spBE dan membangun budaya sadar Risiko
SPBE- Struktur Manajemen Risiko SPBE Pemerintah Kabupaten

4.

5.



Barito Selatan sedikitnya terdiri atas fungsi yang terkait dengan
strategi dan kebijakan, pelaks€ula.a.rr., dan pengawasan

Manajemen Risiko SPBE. Selain itu, hudaya sadar Risiko SPBE

perlu dibangun dan dikembangkan oleh Pemerintakr Kabupaten
Barito Selatan melalui perencar.aaJ:r., pelaksanaalr., dan
pemantamarl dan evaluasi kegiatan budaya sadar Risiko SPBE.



BAB III
PROSES ITIANA"IEMEN RISIKO SPBE

Proses Manajemen Risiko SPBE merupakan penerapal secara
sistematis dari kebijakan, prosedur, dan praktik terhadap aktivitas
komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, penilaian risiko
(identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko), penanganan risiko,
pemafltauan dan revilr, serta pencatatan dan pelaporan. proses
Manajemen Risiko sPBE diilustrasikan pada Gambar 2.

Penetapan Konteks Risiko SpBE

Penilaian Risiko SPBE

ldentifikasi Risiko 5PBI

Analisis fiisikoSPBE

Evaluasi Risiko SPBE

Penanganan Risiko SPBE

Gambar 2. Proses Manqjemen Risiko

I(ornunikasi dan l(onsultasi
Komunikasi dan konsultasi merupakan proses yang

berkelanjutan dan berulang untuk menyed.iakan, membagikan,
atampun mendapatkan informasi dan menciptakan dialog dengan
para pemangku kepentingan mengenai Risiko SPBE. Komunikasi
dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman
mengenai Risiko SPBE. Sementara konsultasi dilakukan untuk
mendapatkan umpan batik dan informasi dalarn rangka mendukung
pengambilan keputusan.

Bentuk kegiatan komr:nikasi dan konsultasi antara lain:
1. Rapat berkala, rnerr.pakan rapat yang diadakan secara- rutin;

A.



2. Rapat insidentar, merupakan rapat yang diadakan sewaktu-
wakttr; dan

3. Focus Group Dlscrrssfon (FGD), merupakan kelompok diskusi yang
terarah untuk membahas topik tertentu.

B. Penetapan Konteks Risiko SPBE

Penetapan konteks Risiko SPBE bertujuan untuk
mengidentifikasi parameter dasar dan ruang lingkup penerapan
Risiko SPBE yang harus dikelola dalarn proses Manqjemen Risiko
SPBE. Tahapan penetapan konteks meliputi:

1. Inventarisasi Informasi Umurn
Inventarisasi informasi umurn bertujuan untuk mendapatkan
gambara.n umum mengenai unit kerja yang rnenerapkan
Manqiernen Risiko SPBE. Informasi yang dicantumkan
rneliputi nanla Unit Pernilik Risiko (UPR) SPBE, tugas UpR
SPBE, fungsi UPR SPBE, dan periode waktu pelaksanaan
Manajernen Risiko SPBE dalam kurun waktu satu tahun.
Informasi umum dituangkan ke dalarn Forrnulir 2.L seperti
terlihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel I
Contoh Pengisiare Formulir 2.1 lnformasi Umum

lnforrnasi lJrrrrrn
Narna IJPR
SPBE Deputi Bidang Kelernbaga.a:r dan Tata Laksana

Trrgas UPR
SPBE

Menyelenggarakan perurnus€tn kebdakan serta
koordina.si dan sinkronisasi pelaksanaanr kebit'akan dj
bidang Kelembegaan dan Tata Laksana Perm"erinta.h

Fungsi UPR
SPBE

L. perurmlsalr" kebiliakan di bidang kelernbagaar
pernerintahan

2. perurntrsan l(ebijakan di bidang ketatalaksana.an
pernerintatram, penyelenggaraan adrninistra.si
pernerintalran, cla:r pengernbangan penerapan
sistem perrrerintahan berbasis elektronik

Periode
Waktrr l Januari - 31 Desernber 2o22



2. Identifikasi Sasaran SPBE

Identifikasi sasar€ur SPBE bertujrran untrrk rnenentukan
sasaran SPBE beserta indikator dan targetnya yang
rnendukung sasaran unit kerja sebagai UPR SPBE.

Inforrnasi yang dicanturnkan meliputi:
a. Sasaran UPR SPBE, diisi dengan sasaran unit kerja.

sebagai UPR SPBE yarag tertuang dalarn dokurnen
rencana strategis, rencana kerja, penetapan kinerja, atam

dokrrrnen pereracanaan lainnya;
b. Sa.saran SPBE, diisi dengan sasaran

rnendukrrng sasa"ran UPR SPBE;

SPBE yang

c. Indikator Kinerja SPBE, diisi dengan indikator kinerja SPBE

yang mendeskripsika.n pencapaian sasaran SPBE; dan
d. Target Kinerja SPBE, diisi dengan target kineda SPBE yang

mendeskripsikan rrkuran indikator kinerja untuk
pencapaian sasa.rani. SPBE.

Informasi sasa.ran SPBE dituangkan ke dalam Formulir 2.2
seperti terlihat pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2

Contoh Pengisian Formulir 2.2 Sasara:r SPBE

Penentuan Struktur Pelaksana Manajen:'en Risiko SPBE

Penentrran struktur pelaksana Manajemen Risiko SPBE

bertr4juan untuk menentukan unit kerja yang bertanggung
jawab atas pelaksanaan Manqjemen Risiko SPBE. Penenfi;an

No
Sa"sa-ra-rr

IJPR
SPBE

Sasaran SPBE
Indikator

I(inerja. SPBE
Target.
Ifine4'a
SPEIE

1 Terwr:judnya-
tatalceLola.

Meningkatnya
kualita,s

Indeks SPBE
Nasional

2,1

pernerintatran
yang berbasis
elektronik

penyelenggaraan
Sistern
Pernerintahan
Elerbasis
Elektronik

Jurnlatr
Instansi
Pernerinta}.
yang rnencapai
predikat SPBE
uBaik'

I2L IP

3.



struktrrr pelaksana Manajemen Risiko SPBE meliputi:

a. Unit Pemilik Risiko SPBE;

b. Pemilik Risiko SPBE;

c. Koordinator Risiko SPBE; dan

d. Pengelola Risiko SPBE.

Inforrnasi struktur Pelaksana

dituangkan ke datam Formulir 2.3

di bawah ini.

Manajemen Risiko SPBE

seperti terlihat Pada Tabel 3

4.

Tabel 3

contoh Pengisian Formulir 2.3 Struktur Pelaksalf.a

@ Ma"nqienaela Risiko SPETE

Pernilik Risiko SPBE Rini Widyantini
Depr.rti Elidang I(elernbagaan d'an

Ta.ta. Laksana'

I(oordinator Risiko
SPE}E

T. Eddy SyahPutra
Sekreta.ris DePr-rti Bidang
I(elernbagaan dan lla'ta-

La.ksana-

Pengelola Risiko SPBE kna.rn Ma.chdi
Asisten I)ePuti SPETE

Identifikasi Pemangku Kepentingan

Identifika"si pemangku kepentingan bertr4juan unttrk

rnendapatkan inforrnasi dan rnernaharni pihak-pihak yalIg

rnelakukan interaksi dengan UPR SPBE datarn rangka

pencapaian sasaran SPBE. Pihak- pihak tersebut meliputi

r.rnit kerja. internal, unit kerja eksternal, instansi pernerintah,

atanr non instansi pemerintah. Hr.rbqngag kerja antara UPR

SPBE dan setiap pihak pernangkrr kepentingarl yall'g terkait

dengan penerapan sPBE perh.r dideskripsikan dengan jelas.

Daftar pemangkrr kepentingan dituangkan ke dalarn

Forrmrlir 2.4 seperti terlitrat pada Tabel 4 di bawah ini-



Tabel 4

Contoh Pengisian Formulir 2.4 Daftar Pemangku Kepentingan

No Na-rna- U rrit / kl.sta,nsi Hubunga.n
1 Perguruan Tinggi (UI,

tIGM, PENS, Te1-IJ, uG)
Pelaksarra erza.lua.si SPBE
seba.gai erzalrla-tor eksterna-l

2 Ela.da.n Siber cLa.n

Sandi Negara
Pen5redia la5ra"na.n repositori da-ta.

erra.lua-si SPBE

5. ldentifikasi Peraturan Perundang-Undangan

Identifikasi peratr.Lran penrndang-undangan bertujuan untuk
rnem.a-harni kewenarlgan, tanggung jawab, tugas dan fungsi,

serta kewa.jiban hukum yatag harus dilaksanakan oleh UPR

SPBE. lnformasi yalag perlu dijelaskan dalam melakukan

identifikasi peraturan pemndang-undangan rneliputi narna

peratrrran dan arnanat dalarn peraturan tersebut. Daftar
peratrrran dituangkan ke dalarn Formulir 2.5 seperti terlihat
pada Tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5

Contoh Pengisian Formulir 2.5 Daftar Peraturan Pemndang-Undangan

No Na-rna- Pera-tura-n Arnana.t
1 Peraturan

Presiderr
Norrror 95 Ta-tmn
2OL8 tentang
Sistern
Pernerirrta.tran
Elerba"sis
Elektronik

Pa.sa.l 70
1- Perrra-nta-uan dan erza-lua-si SPBE

bertrrjua.n r-rrrtrrk rrrengLrkur
kernqjuan dan rneningka.tka:r
kualitas SPEiE di lrrsta"nsi Pusat
dan Perrrerintal. f)a-era"tr.

2-Tirn l(oordirra.si SPETE Na.siorral
rrrelaku.ka-n perrrantama.n darr
erra"Lua.si ter}.adap SPEIE seca.ra.
rra.siorra1 da.n- berlsa 1 a-.

3-I(oordina-tor SPEiE Irrstansi Pusat
dan Pernerintatr f)a.era1.
rnelal<ukan penlantanr.a-rr dan
ewaluasi tertra-da.p SPEBE pa"da.

Irrstarrsi Pusa-t dan Pernerinta.tr
Daeratr rnasing-rnasirrg secara-
berka-la--



4.Pelaksa.naan perna"ntaman da.n
ewa,lua-si SPBE sebagairrrana
dirnaksud pa.da- a5ra"t (3)
dikoordirrasika-n oletr rrrerrteri
yang rnenyelerrggara.kan llrtrsarr
pernerirrtatran di bida.ng apara-tur
rregara-.

2 Peratrrra-rrMerrteri
Penda5ra-glrnaan
Apa.ra-tur hlega"ra
dan R.eforrrra-si
Elirokrasi Nornor 5
lfa.krun 2OLA
tenta"ng Pedorna"n
Erza].uasi SPETE

Pa"sa.l 6
I(ernenterian Penda5raglrrraan
Apara-tur Nega-ra- dan R.eforrna-si
EBirokra-si rnela.kuka-n :

a.. perrrbirra-a.rr, koordinasi,
perrrantatta-n, cla-rr / ata-tr
supervisi terhada-p ewa-lua-si
rna.ndiri. Sistern Pernerinta-han
Elerl>a.sis Elektronik; da.rr

b- pen5rt.sttnan profil na-siona-l
pela-ksana-an Sistern
Perrrerirrta"tra-n Elerba-sis
Elektronik berda.sarkan ba"sil
ewa.lua"si eksterna-l.

6. Penetapan Kategori Risiko SPBE

Penetapan Kategori Risiko SPBE bertqiuan u.ntuk menja:rrin

agar proses identifika"si, analisis, dart evalqasi Risiko SPBE

dapat dilakukan secara kornprehensif. Kategori Risiko SPBE

rneliputi:
a. Rencana Induk SPBE Nasional, meru.pakan Risiko SPBE

yang berkaitan dengan pen5rusunan dan pelaksarraan

perenca.naan" pert].bangunan SPBE Nasional;

b. Arsitektur SPBE, Inerupakan Risiko SPBE yang berkaitan
dengan pelqrusu,n"an dan pernanfaatan arsitektur SPBE

yang rnendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan

inforrnasi, infrastmktur SPBE, dan kearnanan SPBE;

c. Peta Rencana SPBE, rnerupakan Risiko SPBE yang

berkaitan dengan penJrusunan dan pelaksanaan Peta

Rencana SPBE;

d. Proses Bisnis, rnerupakan Risiko SPBE yang berkaitan

dengan pe115rusurran dan penerapaJf. proses bisnis SPBE;

e. Rencana da:r Anggaran, rnerupakan Risiko SPBE yang

berkaitan dengan proses perencallaan dan penganggaran



o

SPBE;

Inovasi, merupakan Risiko SPBE yang berkaitan dengan ide
bam atam pernikiran kreatif yang rnernberikan nilai manfaat
dalam penerapan SPBE;

Kepatuhan terhadap Peraturarl, nlenrpakan Risiko SPBE

yarag berkaitan dengan kepatuhan unit kerja di
lingkungan Pemerintah Daerah terhadap peraturan
perundang-undanga::, kesepakatan internasional,
rnanpun ketentr"lan lain yang berlakrr;
Pengadaan Barang dan Jasa, rnempakan Risiko SPBE yang

berkaitan dengan proses pengadaa-n dan penyediaan

barang dan jasa;

Proyek Pernbangunan/Pengernbangan Sistem, merrpakan
Risiko SPBE yarag berkaitan dengan proyek pembanguna"n

atampun perrgembangan sistern pada penerapan SPBE;

Data dan Informasi, merupakan Risiko SPBE yan"g

berkaitan dengan sern"ua da.ta dan inforrnasi yang dirniliki
oleh Pemerintatr Daerah;

Infrastruktur SPBE, rnerrlpakan Risiko SPBE yarag

berkaitan dengan pusat data, jaringan intra pemerintall.,
dan sistern pengtrubung layanan pernerintah terrnasuk
perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yalag

rnenj adi penrrnj an g trtarna;
Aplikasi SPBE, rnerrpakan Risiko SPBE yang berkaitan
dengan prograrn kornprrter yarag diterapkan urrtuk
rnelakukan tugas atam fungsi layanan SPBE;

m. Keam€rnan SPBE, rnerurpakan Risiko SPBE yang berkaitan
dengan kerahasiaa::, keutrrtran, ketersediaan, keaslian, dan
kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya yarig
mendukrrng SPBE;

n. Layanan SPBE, rnerupakan Risiko SPBE yang berkaitan
dengan pemberian layanan SPBE kepada Pengguna SPBE;

o. Surnber Daya Manusia SPBE, merupakan Risiko SPBE

yang berkaitan dengan SDM yarag bekerja sebagai
perrggerak penerapan SPBE di Pemerintah Daerah; dan

p. Bencana Alam, rnerupakan Risiko SPBE yarag berkaitan
dengan peristiwa yang disebabkan oleh alarn.

h.

i.

j.

k.



Kategori Risiko SPBE dapat disesuaikan dengan konteks

internal dan eksternal di Pernerintatr Daerah Kabupaten Barito
Selatan.

Kategori Risiko SPBE dituangkan ke dalarn Formulir 2.6

seperti terlitrat pada Tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6

Formnlir 2.6 Kategori Risiko SPBE

No Kategori Risiko SPBE

l- Rencana Induk SPBE Nasional

2 Arsitektr-rr SPBE

3 Peta Rencana SPBE

4 Proses Elisnis

5 Rencana dan Anggaran

6 Inova.si

7 Kepatuhan terhadap Pera-tura.n

a Penga-daa.n Ela-ra-ng dan Ja-sa.

9. Proyek Pembangunan/ Pengembangan Sistem

10 Da-ta. dan Inforrna.si
11 Infra"stnrktrrr SPBE

T2 Aplikasi SPBE

13 Kearnanan SPBE

t4 Layanan SPBE

15 SDM SPBE

T6 Elencana Alarn

7. Penetapan Area Dampak Risiko SPBE

Penetapan Area Darnpak Risiko SPBE bertr4juan untuk
rnengetahui ar:ea rnalla saja yang terkena" efek dari Risiko

SPBE di Pernerintah Daerah. Penetapan Area. Darnpak Risiko

SPBE diawali dengan rnelakukan identifikasi dampak Risiko

SPBE. Area Darnpak Risiko SPBE yang menjadi fokus

penerapan Manajemen Risiko SPBE meliputi:

a. Finansial, dampak Risiko SPBE berupa aspek yal:g

berkaitan dengan keuangan;



b. Reprrtasi, darnpak Risiko SPBE berupa aspek yang
berkaitan dengan tingkat kepercayaan pemangku
kepentingarr;

c. Kinerja, dampak Risiko SPBE berupa aspek yang berkaitan
dengan pencapaiarr sastrran SPBE;

d. Layanan Organisasi, darnpak Risiko SPBE berr.rpa aspek
yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan atam jasa
kepada pernangku kepentingan;

e. Operasional dan Aset TIK, dampak Risiko SPBE berupa aspek
yang berkaitan dengan kegiatan operasional TIK dan
pengelola.an aset TIK;

f. Hukurn dan Regulasi, darnpak Risiko SPBE berrpa aspek
yang berkaitan dengan peraturan perr.rndang-trndangarr
dan kebijakan; dan

g. Sumber Daya Manusia, darnpak Risiko SPBE berrpa aspek
yang berkaitan dengan fisik dan mental pegawai.

Area Darnpak Risiko SPBE terdiri atas area darnpak positif
dxr/ atam negatif. Area Darnpak Risiko SPBE dapat
disesuaikan dengan konteks internal dan ekstemal di masing-
masing Pemerintah Daeratr. Area Dampak Risiko SPBE

dituangkan ke dalam Formulir 2.7 seperti terlihat pada Tabel T
di bawal. ini.

Tabel T

Formulir 2.7 Area Dampak Risiko SPBE

No Area Dampak Risiko SPBE

1. Finansial
2- Reputasi

3. Kinerja

4. Layanan Organisasi

5. Operasional dan Aset TIK

6. Hukum dan Regulasi

7. Srrmber Daya Mantrsia



8. Penetapan Kriteria Risiko SPBE

Penetapan Kriteria Risiko SPBE bertujuan untuk rnengukur
dan rnenetarkan seberapa. besar kemr-rngkinan kejadiam dan
dampak Risiko SPBE yang dapat terja.di. Kriteria Risiko spBE
irri ditidalr secara berkala dan perlu rnelakuka.n penyesrraian
dengan perubahan yang terjadi. penetapan Kriteria Risiko
SPBE ini terdiri atas:

a- Kriteria Kemungkinan SPBE

Penetapan Kriteria Kemungkinan Risiko spBE dilakukan
berdasarkan penetapa.n level kernungkinan dan penetapan
kriteria dari setiap level kemungkinan terhadap Risiko
SPBE.

Pemerintah Daerah dapat rnenggunakan level kernungkinan
dengan 3 level, 4 level, 5 level, atam level lainnya yang
disesuaikan dengan kompleksitas Risiko spBE. untuk S

level kernungkinan, dapat diuraikan sebagai berikut:
1) Hampir Tidak Teq'adi;

2) Jarang Terjadi;
3) Kadang-Kadang Terjadi;
4l Sering Terjadi;

5) Harnpir Pasti Terjadi.

sedangkan, penetapan kriteria kernr.rngkinan dilakukan
melalui pendekatEur. persentase probabilitas statistik, jumlah
frekuensi terjadinya. suatu Risiko spBE dalarn satuan
waktu, ataupun berdasark an qqpert judgemertt.

selanjtrtnya, kriteria kemungkinan dittrliskan pada setiap
level kernungkinarr yang dituangkan ke dalarn Formulir
2.8.A seperti terlihat pada Tabel 8 di bawah ini.



Tabel 8
Contoh Pengisian Formulir 2.8.A Kriteria Kemungkinan Risiko SpBE

Level Kernungkinan
Persentase

Kernungkinan
Terja.di dalarn
Satu Tahun

Jurnlah
Frekuensi

I{ernungkina.n
Terja.di dalarn
Satu Ta}-un

1 llarnpir Tidak Terj a.di X < 5olo ><< 2 kali
2 Jara.ng Terja.di 5o/o<X<LOo/o 2 sX- < 5 ka-li
3 Kadang-Kadang

Ierja"di
lOYo<X<2Oa/o 6<X<9kali

4 Sering Terjadi 2Oo/" <X< 5Oo/o I-O<X< 12kali
5 :Iarnpir Pasti Terjadi X>5Oolo > L2 ka.li

b. Kriteria Dampak SPBE

Penetapan Kriteria Darnpak Risiko spBE dilakukan dengan
kombinasi antara Area Dampak Risiko spBE (sebagaimarra
diielaskan pada ang!<a T di atas tentang penetapan Area
Dampak Risiko SPBE) dan level dampak. pemerintah
Daera]r da"pat rnenggunakan 3 1evel, 4 level, s level, atan
level darnpak lainnya yarag disesuaikan dengan kornpleksitas
Risiko SPBE. untuk s level dampak, dapat diuraikan
sebagai berikut:
1) Tidak Signifikan;
2) Kurang Signifikan;

3) Cukup Signifikan;
4) Signifikan;
5) Sangat Signifikan.
Kriteria Dampak Risiko spBE dljabarkan untuk setiap Area
Dampak Risiko SPBE Positif dan Area Dampak Risiko spBE
Negatif terhadap setiap level darnpak ke daram Forrnurir
2.8.8 seperti terlihat pada Tabel 9 di bawah ini.



Area Dampak

Level Dampak
1 2 3 4 5

Tidak
Signifikan

Kurang
Signifikan

Cukup
Signilikan Signilikan Sangat

Signifikan

Kinerja

Positif
Peningkatan
Kinerja < 20

%

Peningkatan
Kinerja 20
% s.d 40

Peningkatan
Kinerja 40
a/o s.d 6OVo

Peningkatan
Kinerja 60
o/o s.d 8O Yo

Peningkatan
Kinerja > 80

o/o

Negatif Penurunan
Kinerja < 2O

o/o

Penurrnan
Kinerja 20
% s.d 4O

Penurunan
Kinerja 4O
o/o s.d 6o0/o

Penurunan
Kinerja 60
Yo s.d B0 o/o

Penurunan
Kinerja > 80

o/o

Tabel 9
Contoh Pengisian Formulir 2.8.8 Kriteria Dampak Risiko SPBE

9. Matriks Analisis Risiko SPBE dan Level Risiko spBE
Matriks analisis Risiko SPBE berisi kornbinasi antara level
kernungkinan dan level dampak untuk dapat rnenetapkan
Besaran Risiko SPBE yang direpresentasikan dalarn bentqk
angka. Besaran Risiko SPBE kemudian dimasukkan ke dalam
Formulir 2.9.A seperti terlihat pada Tabel 10 di bawah ini.

Tabel 1O

contoh Pengisian Formulir 2.9 .A Matriks Analisis Risiko spBE

Besaran Risiko SPBE ini selanjutnya dikelornpokkan ke dalam
Level Risiko SPBE dimana setiap Level Risiko SPBE rnemiliki
rentang nilai Besaran Risiko SPBE. Pernilihan Level Risiko SPBE
dapat menggunakan 3 level, 4 level, s level, atau Level Risiko
SPBE lainnya yang disesuaikan dengan kompleksitas Risiko

Matrik Analisis Resiko

Level Dampak

1 , 3 4 5
5X5 Tidak

Signifikan
Kurang

Signifikan
Cukup

Signifikan
Signilikan Sangat

Signifikan

d

JN
b0g
!
aa

o

c)

s

5
Hampir Pasti

Terjadi I 15 18 23 25

4 Sering Terjadi 6 t2 16 19 24

3
Kadang-kadang

terjadi 4 10 14 L7 22

2 Jarang Terjadi 2 7 11 13 21

1

Hampir Tidak
Terjadi I 3 5 8 20



SPBE. Setiap 1evel tersel-rut direpresenta,sikan d,errgan warrra
sesuai dengan preferensi masing - masing pernerintah Daeraf..
untuk 5 Level Risiko SPBE, dapat dir-rraikan sebagai berikrrt:
a. Sangat Rendah, direpresentasikan dengan warna biru;
b. Rendah, direpresentasikan dengan warna hijau;
c. Sedang, direpresentasikan dengan warrla kuning; penurunan

d. Tinggi, direpresentasikan denga.rr warrra jingga;
e. sangat Tinggi, direpresentasikan dengan warrrarnerah.
Nilai rentang Besaran Risiko dituangkan ke dalarn Forrnglir
2.9.8 seperti terlihrat pada Tabel 11 di bawah ini.

Tabel 1 1

Contoh Pengisian Formulir 2.9.8 Level Risiko SPBE

10. Selera Risiko SPBE

Selera Risiko SPBE bertujuan untuk memberikan acllan
dalam penentuan arnbang batas rninimum terhadap Besaran
Risiko SPBE yang trarns ditangani untuk setiap Kategori
Risiko SPBE baik Risiko SPBE Positif rnanpun Risiko SPBE
Negatif. Penentuan Selera Risiko SPBE ini dapat disesuaikan
dengan kompleksitas Risiko SPBE serta konteks internal dan
eksternal rnasing-masing Pemerintah Daerah. Besaran Risiko
yang ditangani pad.a setiap Kategori Risiko spBE dituangkan
ke daram Formulir 2.lo seperti terlihat pada Tabel L2 di
bawah ini.

Level Resiko Keterangan Warna

Kuning



c.

Contoh Pengisian
Tabel L2

Formulir 2.LO Selera Risiko SPBE

Penilaian Risiko SPBE

Penilaian Risiko SPBE pada penerapan spBE dilakrrkan
rnelaltri proses identifikasi, analisis, da:r evalua"si Risiko SPBE.
Penilaian Risiko SPBE bertujuan untuk memaharni penyebab,
kernungkira€rn, dan darnpak Risiko SPBE yang dapat terjadi di
Pemerintatr Daeral.. Penilaian Risiko SPBE dilakukan pada setiap
Sasaran SPBE. Tahapan penilaian Risiko SPBE rneliputi:
L. Identifikasi Risiko SPBE

Identifikasi Risiko SPBE rnerupakan proses menggati
inforrnasi mengenai kejadian, penyebab, dan dampak Risiko
SPBE. Informasi yang dicantumkan meliputi:
a. Jenis Risiko SPBE

Jenis Risiko SPBE terbagi menjadi Risiko SPBE positif dan
Risiko SPBE negatif. Dalam melakukan identifikasi Risiko
SPBE, Risiko SPBE dituliskan ke dalam rnasing-rnasing
jenis Risiko SPBE.

b. Kejadian

Kejadian dapat diidentifikasi dari terjadinya sr.ratu peristiwa
yang rnenirnbulkan Risiko SPBE ya-ng diperoleh dari
riwayat peristiwa dan/atam prediksi terjadinya peristiwa di
rnasa yang akan datang. Kejadian selanjutnya disebut
sebagai Risiko SPBE.

c. Penyebab

Penyebab dapat diidentifikasi dari akar masalah yang
rnenjadi pernicu rnunculnya Risiko SPBE. Penyebab dapat

berasal dari lingkungan internal maupun eksternal

No Kategori Risiko SPBE

Besaran Risiko Minimum yang Ditangani

Risiko SPBE Positif Risiko SPBE Negatif
1 Rencana dan

Anggaran 16 6

2 Pengadaan Barang
dan Ja.sa 18 11

.) SDM SPBE 20 L4



Pemerintah Daerah. Identifikasi penyebab akan membant,
menemukan tindakan yang tepat ,nt,k menangani Risiko
SPBE.

d. Kategori

Penentuan Kategori Risiko spBE didasarkan pada penyebab
dari m,nculnya Risiko spBE. Kategori Risko spBE tela-h
diielaskan pada bagian huruf B angka 6 tentang penetapan
Kategori Risiko SPBE.

e. Dampak
Dampak dapat diidentilikasi dari pengaruh atam akibat yang
timbut dari Risiko SPBE.

f. Area Dampak
Penent,an Area Dampak Risiko spBE didasarkan pada
darnpak yang telah teridentifikasi. Area Darnpak Risiko
telah dijelaskan pada fuagran huruf B angka T tentang
Penetapan Area Dampak.

Proses Identifikasi Risiko SPBE dituangkan ke dalarn Form,lir
3.o pada bagian Identifikasi Risiko SpBE seperti terliha.t pada
Tabel 13.

Tabel 18
contoh Pengisian Formnlir 3.o penilaian Risiko spBE

Identifikasi Risiko SPBE

Positif

Respon
dari

K/L/D
sa.ngat

antrrsias

Adanya
mandatdari
Peraturan

Presiden No
95 Tahun

20LA

Kepatuhan
terhadap
Peratrrran

Peningkatan
kualitas
layanan

SPBE
Kinerja

Terdapat
K/L/D

yang tidak
dievaluasi

Kurangnya
jumlah

evaluator
ekstemal

SDM SPBE Penurunan
kinerja



2. Analisis Risiko SPBE

Analisis Risiko SPBE merupakan proses untuk rnelakukan
penilaian atas Risiko spBE yang telah d.iidentifika.si
sebelurnnya. Analisis Risiko spBE dilakukan dengan cara
menerrtukan sistem pengendalian, level kemungkinan, dan
level dampak terjadinya Risiko spBE. Informasi yang
dicantumkan pada analisis Risiko SPBE meliputi:
a. Sistern Pengendalian

1) sistem pengendalian internar mencakup perangkat
manajemerr yarag dapat rnenLrrunkan/merringkatkan
level Risiko SPBE datarn rangka pencapaian sas€rran
SPBE.

2) Sistem pengendalieur internal dapat berupa stand.ard.
aperating Procedure (soP), pengawasan melekat, reviu
beq'eqiang, regulasi, dan pemantallarl *rtin ya'g
dilaksanakan terkait Risiko SPBE tersebrrt.

b. Level Kemungkinan
Penentrlan level kernungkirrara dilakukan dengan
mengukur persentase probabilitas atam frekuensi peluang
terjadinya Risi.Im SPBE dalam satu periode yang
dicocokkan dengan Kriteria Kemungkinan Risiko spBE
sebagaimana telah dijelaskan pada foagian huruf B angka g
hurrf a- Penentrran level kerntrngkinarr har-us did.ukung
dengan penjelasan singkat untuk mengetahui alasan
pemilihan 1evel kemungkinan tersebut.

c. Level Dampak

Penentuan level darn pak dilakukan dengan mengukur
besar dampak dari terjadinya Risiko spBE yang dicocokan
dengan Kriteria Dampak Risiko spBE sebagaimana. telah
dijelaskan pada fongian hrrruf B angka 8 huruf b. Level
darnpak haru.s didukung dengan per{elasan singkat rlntuk
mengetahui alasan pernilihan level darnpak tersebut,

d. Besaran Risiko SPBE dan Level Risiko SPBE

Penentuan Besaran Risiko SPBE dan Level Risiko spBE
didapat dari kornbinasi Level Kemungkina.n" dan Level
Darnpak dengan menggunakan rrmusan dalarn Matriks
Anarisis Risiko SPBE sebagaimana telah dijelaskan pada



bagian huruf B angka. 9.

Proses Analisis Risiko SPBE dituangkan ke dalarn Forrnqlir
3.o pada bagian Analisis Risiko spBE seperti terlihat pada
Tabel L4 di bawah ini.

Tabel 14

Contoh Pengisian Formulir 3.O penilaian Risiko SPBE

3. Evaluasi Risiko SPBE

Evaluasi Risiko SPBE dilakukan untrrk mengarnbil keputusan
rnengenai perlu tidaknya dilakukan upaya penanganan
Risiko SPBE lebih lanjr.rt serta penenttran prioritas
penang€rrranraya. Pengarnbilan kepr.rtusan llrengacu pada
Selera Risiko SPBE yarag telatr ditentukan sebagairnana telah
dijelaskan pada bagian trurrf B angka 10. prioritas
penarrganan Risiko SPBE diurrtkan berdasarkan Besaran
Risiko SPBE. Apabila terdapat lebih dari satr. Risiko spBE
yang memiliki besaran yang sarna maka c€rra penentuan
prioritas berdasarkan expert judgement. proses Evaluasi
Risiko SPBE dituangkan ke datarn Forrnulir 3.o pada foagian
Penilaian Risiko SPBE seperti terlitrat pa.da. Ta.bel 1s di
bawah ini.

Analisis Risiko SPBE

Sistem
Pengenda]ian

Kemungkinan Dampak
Besaran
Risiko
SPBE

Level
Risiko
SPBE

Level Penjelasan Level Peqjelasan
Konfirmasi

keikutsertaan
dalam

evalua.si
SPBE

Analisis
beban
kerja

evaluator
eksternal

Hampir
Pasti

Terjadi

Keikutsertaa
n lebih dari

BO o/o

Sangat
Signili
kan

Peningka
tan kinerja
hingga 8O7o

25 Sangat
Tinggi

Analisis beban
kerja evaluator

eksternal

Kadang-
Kadang
Terjadi

Terjadi
sekitar 15 o/o

dalam satu
periode

Cukup
Signilik

an

Penurunan
Kinerja

hingga 50 Yo

t4 sedang



Tabel 15

contoh Pengisian Formulir 3.o penilaian Risiko spBE

D. Penanganan Risiko SPBE
Penanganan Risiko spBE me'.pakan proses untrrk

rnemod.ifikasi penyebab Risiko spBE. penanganan Risiko spBE
dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai opsi yang rngngkin
diterapkan dan memilih satrr atam lebih opsi pena-nganan Risiko
SPBE. Informasi yang dicantumkan pada perrangarr€rn Risiko
SPBEmeliputi:
1. Prioritas Risiko

Prioritas Risiko SPBE diumtkan berdasarkan Besaran Risiko
SPBE. Risiko spBE yang memiliki prioritas lebih tinegi
ditunjukkan dengan nilai Besaran Risiko spBE yarrg lebih
tinsgi.

2. Rencana Penanganan Risiko SpBE
Rencana pena'ga,,a* Risiko spBE mer,paka* agend.a
kegiatan untuk menangani Risiko SPBE agar mencapai Selera
Risiko SPBE yang telah d,itetapkan. Rencana pena,,ganan
Risiko SPBE dilakukan dengan rnengidentifikasi hal-ha1
sebagai berikut:
a. Opsi Penanganan Risiko SPBE

opsi penanganan Risiko spBE, berisikan artematif yang
dipilih untuk rnenangani Risiko spBE. opsi penang€lrra:r
Risiko SPBE dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai
opsi yang mungkin untuk d.iterapkan. opsi pena.nganan
Risiko SPBE terba,gi menjadi d.qa, yaitu penangalan Risiko
SPBE Positif dan penanganan Risiko spBE Nega.tif.
Adapun opsiyang ditentukan pada ped.ornan ini rnelipurti:
1) Opsi Penanganan Risiko positif

a) Eskalasi Risiko

Evaluasi Risiko SPBE

Keputusan Penanganan Risiko
SPBE (YalTidak) Prioritas Penanganan Risiko SpBE
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Eskalasi risiko dipilih jika Risiko spBE berada. di ruar
atam rnelampami wewenang.
opsi ini dilakukan denga-n memindahkan tanggung
jawab pen€rngan€u, Risiko spBE ke unit kerja ya'g
lebih tinggi.

b) Eksploitasi Risiko

Eksploitasi risiko dipilih jika Risiko spBE dapat
dipastikan terjadi. opsi ini dila.kukan dengan cara
memanfaatkan Risiko spBE tersebut semaksirnar
mungkin.

c) Peningkatan Risiko
Peningkatan risiko dilakukan dengan cara
rneningkatkan lever kernungkinan dan/atarr level
dampak dari Risiko SPBE.

d) Pembagian Risiko
Pembagian risiko dipilih jika Risiko spBE tidak dapat
ditangani secara langs,ng dan memb,t,hkan pihak
lain ,nt,k rnenanganri Risiko spBE tersebr-r.t.
Pembagian risiko dilakukan dengan beket'a sama
dengan dengan pihak lain.

e) Penerimaan Risiko
Penerimaan risiko dipilih jika upaya pe'a,ganan lebih
tinggi dibandingkan rnanfaat ya,g didapat atau
kemungkinan terjadinya kecil. opsi ini dilakukan
dengan ca"ra rnembiarkan Risiko spBE terjadi apa
adanya.

Opsi Penanganan Risiko Negatif
a) Eskalasi Risiko

Eskalasi risiko dipilih jika Risiko spBE berada di luar
atam rnelarnpaui wewena'g. opsi ini dilakukan
dengan memindahkan tanggung jawab pen€.,g€rnan
Risiko SPBE ke unit kerja yang lebih tinggi.

b) Mitigasi Risiko
Mitigasi risiko dilakukan dengan cara mengura,gi
level kemungkinan dan/atant level darnpak dari Risiko
SPBE.



c) Transfer Risiko

Transfer risiko dipilih jika terd.apat kekurang€r,
surnber daya ,nt,k rnengelola Risiko SpBE. opsi ini
dilakukan dengan cara mengarihkan kepemilikan
risiko kepada pihak lain ,ntuk merakukan
pengelolaan dan pertanggungiawaban terhadap Risiko
SPBE.

d) Penghindaran Risiko
Penghindaran risiko dilakukan dengan mengubakr
pere,cana€rn, penga,ggar€ln, progr€Lm, da, kegiatan,
atam aspek lainnya ,ntuk mencapai sasaran spBE.

e) Penerimaan Risiko
Penerimaan risiko dipilih jika biaya dan ,saha
penanganan lebih tinggi dibandingkan manfaat yang
didapat, kemungkirran teq'adinya sangat kecil atam
dampak sangat tidak signifikan. opsi ini dilakukan
dengan cara mernbiarkan risiko terjadi apa adanya.

b. Rencana Aksi penanganan Risiko
Rencana aksi penanganan risiko me^rpaka, ra.'ca'ga,
kegiatan tindak lanjut untuk Im.enangani Risiko SpBE.
Keluaran

Keluaran merupakan hasil dari rerrcana
Risiko SPBE.

aksi penanganan

Jadwal knplernentasi
Jadwal irnplernentasi merupakan jadwal pelaksanaan dari
setiap rerrcana aksi penanga.nan Risiko SpBE.
Penanggung Jawab
Penangg,ngiawab berisikan nar,,a ,nit yarag
bertanggungjawab dan unit pend,ku,g dari setiap
rerrcana- aksi perranganan Risiko SPBE.

c.

d.

e.



Tabel 16
contoh Pengisian Formulir 4.o Rencana penanganan Risiko spBE

Opsi
Penanganan
Risiko SPBE

Rencana
Aksi

Penanganan
Risiko
SPBE

Jadwal
Implementasi

Penanggung
Jawab

Eksploitasi
Risiko

Melakukan
sosialisasi

dan
asistensi
kepada
K/L1D

Kegiatan
sosia-lisasi

dan
asistensi

Triwr-rlan I Asisten Deputi
SPBE

Asisten Deputi
SPBE

3. Risiko Residual

Risiko residual merupakan
Risiko SPBE yang telah
penanaganan terhadap risiko

Risiko SPBE yang tersisa dari
ditangani. Dalarn melakukan

residual, dilakukan pengula"ngan
proses penilaian risiko sampai dengan risiko residual tersebqt
berada di bawah selera Risiko spBE. penetapan risiko
residual ini dapat ditetapkan berdasarkan expert judgement.

E. Pemantauan dan Revlu
Pemantauan bertujuan untuk memonitor faktor-fa.ktor a.tam

penyebab yang flr.empengaruhi Risiko spBE dan kondisi
lingkungan Pemerintah Daerah. selain itu., pemantanr.an
dilakukan guna memonitor pelaksanaan rencana aksi
pena'ngEman Risiko SPBE. Hasil pelaksanaan pemantaman dapat
menjadi dasar untrrk melakukan penyesu.aian kembali proses
Manqiemen Risiko SPBE. Pemantaman dilakukan berdasarkan
setiap triwulan, semester, tahun, atanr sewakt,-wakt,
(insidental) ses,ai dengan kesepakatan dari rnasing-masing
Pemerintatr Daerah.

Re'iu bertr4iuan untuk mengontrol kesesuaian dan
ketepatan selurrrh pelaksanaarr proses Manqjemen Risiko SpBE
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Reviu dilakukan sesuai
dengan kesepakatan dari masing-masing pemerintah Daerah.



G.

F. Pencatatan dan pelaporan

Pencatatan rnerupakan kegiatan atam proses
pendokurnentasian suatrr aktivitas dalam bentuk tulisan dan
dit,angkan datarn dok*men. pelaporan me''pakan kegiatan
yang dilakukan ,ntuk meny€unpaikan hat-hal yang
berhubungan dengan hasil pekeqiaan ya,g telah dilakukan
selarna satu periode tertentu.

Proses Manqiemen Risiko spBE dan ker,aran ya'g
dihasilkan perlrr dicatat dan dilaporkan d.engan rnekanisme ya.ng
tepat- Pencatatan dan pelaporan bertr4iuan untuk
merrgkorn,nikasikan aktivitas Manqiemen Risiko spBE serta
keluaran yang dihasilkan, rnenyediakan informasi untuk
penganrbilan keput,san, meningkatkan kualitas aktivitas
Manajemen Risiko spBE, serta mengawal interaksi dengan
pemangku kepentingan termasuk tanggung jawab serta
akuntabilitas terhadap Manqiemen Risiko spBE. pe'catatan dan
pelaporan Manajemen Risiko spBE terdiri dari:
1. Pencatatan dan pelaporan periodik

Pencatatan dan pelaporan periodik merupakan kegiatan yang
dilahrk€rrt secara berulang pada waktur yarag telah ditentukan.

2. Pencatatan dan pelaporan Insidental
Pencatatan dan pelaporan insidental merupal<an kegiatan
yang dilakukan pada wakt, tertentrr ses.r'i dengan
kebutr"rtran.

Dokumen ltilandemen Risiko SPBE
L. Pakta Integritas Manajenaen Risiko SPBE

Pakta Integrita"s Manqiemen Risiko spBE merupakan
dokumen pernyataan atanr janji ,ntuk berk,mitmen
rnenjarankan Manqiemen Risiko spBE di pemerintah Daerah.
Dokurnen Pakta rntegritas dapat dilihat pada Formurir 1.o
Pakta lntegritas.

2. Dokumen Proses Risiko SPBE
Dok,men proses Risiko spBE mertrpakan dok*men
pendukung pelaksa.naan proses penetapan konteks, penilaian,
dan penanganan Risiko SPBE. Dokurnen proses Risiko SPBE
terdiri dari:



a. Formulir Konteks Risiko SPBE

Formulir Konteks Risiko SPBE merupakan dokurn"en dari
aktivitas penetapan konteks pada proses Manqiernen Risiko
SPBE. Formulir ini dapat dilihat pada Formulir 2.o.

b. Formulir Penilaian Risiko SPBE

Formulir Penilaian Risiko spBE merupakan dokumen dari
aktivitas penilaian Risiko spBE pada proses Mana,jernen
Risiko SPBE. Formr.rlir ini dapat dilihat pada Forrnulir B.o.

c. Formulir Rencana Penanga.nan Risiko SPBE
Formulir Rencana penanganan Risiko spBE merrpakan
dokurnen dari aktivitas penanganan Risiko spBE pada
proses Manqiemen Risiko SPBE. Formulir ini dapat dilihat
pada Formulir 4.O.

3. Dokumen Proses Pengendalian Risiko SPBE

Dokurnen Proses Pengendalian Risiko spBE rnerrrpakan
dokumen pendukung pelaksanaan proses komunikasi dan
konsultasi, serta pelaporan Risiko spBE. Dokumen proses

Pengendalian Risiko SPBE terdiri dari:
a. Dokumen Kegiatan Komunikasi dan Konsultasi

Dokurnen Kegiatan Kornunikasi dan Konsultasi rnerupakal.r
dokumen dari aktivitas pelaksanaan kegiatan komunikasi
dan konsultasi. Dokurnen dapat berbentuk notulensi dan
laporan atan-r dokumen lainnya yang dihasilkan dari
pelaksanaan kegiatan komunikasi dan korrsultasi.

b. Dokumen Laporan Pemantauan

Dokumen Laporan Pemantauan merupakan dokumen dari
aktivitas pelaksanaan kegiatan pemantaman Risiko. Dalam
pedoman ini menggunakan 2 format laporan yaitu laporan
pemantauan triwulan dan laporan pemantauan tahunan.
Laporan pemantauan triwulan mengg€Lmbarkan kondisi
pelaksanaan dalam waktu setiap tiga bulan terkait rencana
aksi penanganan yang meliputi besaran /level Risiko spBE
saat ini dan proyeksi Risiko SPBE, penanganan yang telah
dilakukan, rencana penanganan, penanggung jawab, dan
waktu pelaksana€tn.

Laporan pemantauan tahunan merangkum laporan triwulan I
sampai dengan triwr.rlan IV dengan berfokus pada tendensi



besaran Risiko spBE dan memberikan rekomendasi
penanganan Risiko spBE yang dapat digunakan sebagai
masukan pelaksanaan proses Manqjemen Risiko spBE pada
tahun selanjutnya.

Format laporan pemantauan triwulan dan tahurran dapat
dilihat pada Pormulir 5.O.

Laporan Pemantauan Risiko SPBE Triwulan I

Nama Unit

Sasaran

Resiko

: Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata
Laksana

: Meningkatnyakualitas penyelenggaraan
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

: TerdapatK/L/D yang tidak dievaluasi
karena kurangnya jumlah evaluator
eksternal sehingga terjadi penurunan
kinerja

I 
Risiko SPBE pada awal tahun
1919"" Eesaran Risiko SPBE sebesar t4 dimana kemungkinan terjadiny-a
Risiko SPBE tersebut sekitar 15% dalam satu periode (Kadang-kadang
Terjadi) dan berdampak pada penurunan kinerja hingga so% (cukuf
Signifikan).

Risiko SPBE tersebut pada triwulan I telah berada pada Level Risiko SpBE
"rendah" dengan Besaran Risiko SPBE sebesar 1O dimana kemungkinan
terjadinya Risiko SPBE tersebut sekitar 15% dalam satu periode ([adang-
.Kadang Terjadi) dan berdampak pada penurunan kinerj a hingga zoo/o
(Kurang Signifikan).

Risiko SPBE tersebut kedepannya tidak dilakukan penanganan, karena
sudah berada dibawah Selera Risiko SPBE. 

]

Penanganan yang telah dilakukan
Rekrutmen evaluator eksternal.

Rencana Penanganan Penangguns iawab Waktu Pelaksanaan
Melakukan pemantauan
terhadap kegiatan evaluasi
SPBE.

Asisten Deputi SPBE Triwulan I

Gambar 3. contoh Pengisian Formulir 5.o Laporan pemantauan

Risiko SPBE Triwr.rlan I



Laporan Pemantauan Risiko SpBE Triwulan I

Nama Unit

Sasaran

Resiko

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata
Laksana
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Terdapat K/L/D yang tidak dievaluasi
karena kurangnya jumlah evaluator
eksternal sehingga terjadi penurunan
kineq'a

Besaran/Level Risiko SPBE Saat ini
Risiko SPBE pada awal tahun berada pada Levei
dengan Besaran Risiko SPBE sebesar l_4.

Risiko SPBE "sedang"

Risiko SPBE tersebut pada triwulan I, II, III, dan IV telah berada pada
level Risiko sPB& "re4dah" dengan Besaran Risiko spBE sebesar 1o.

Penangana.n yang telah dilakukan
Rekrutmen evaluator eksternal termasuk pelatihan bagi evaluaioi
eksternal
Pemantauan terhadap kegiatan evaluasi SpBE

1.

2.

Rekomendasi

Untuk mengantisipasi terjadinya Risiko
SPBE yang serupa, perlu dipastikan jumlah
evaluator eksternal yang dibutuhkan untuk
pelaksanaan evaluasi SPBE sesuai dengan
analisis beban keria

Gambar 4. Contoh Pengisian Formulir 5.0 Laporan Pemantauan Risiko
SPBE Tahunan



BAB TV

STRUKTUR MANA.'EIIIEN DAITI BUDAYA SN)AR RISIKO SPBE

Manqiemen Risiko SPBE merupakan tanggung jawab bersarna
pada semLla tingkatan di lingkungara Pemerintah Kabrrpaten Barito
selatan. Agar proses dan pengukuran dalam Manqiernen Risiko
SPBE dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan tata kelola
Manqjemen Risiko sPBE yang mengatr-r.r tugas d.an tanggung jawab
dari struktur Manqiernen Risiko spBE, dan budaya sad"ar Risiko
SPBE yang dapat rnenggerakkan pegawai ASN menerapkan
Manajernen Risiko SPBE.

A. Struktur Manajemen Risiko SPBE
Struktur Manajernen Risik<l SPBE terdiri atas:
1. Komite Manqiemen Risiko (KMR) spBE yang memiliki fungsi

penetapan kebijakan strategis terkait Manajemen Risiko SPBE.
2. unit Pemilik Risiko (upR) spBE yang memiliki fungsi

pelaksanaan Manqiemen Risiko SPBE.

3. unit Kepatuhan Risiko (uKR) spBE yang memiliki fungsi
pengawasan terhadap pelaksanaan Mana.jemen Risiko spBE.

Garnbar 5 mengilustrasikan strtrktur Manajernerr Risiko SpBE
seperti di bawah ini

Komite
Manajemen Rieiko

{KMR}

Unit Kepafuhan
Risrko {UKR}

Unit Pemilik Unit Pemilik , Unit Fernilik
Risrko {UPRI 1. 

., 
nisrxl {UPRI 2 I Risika {UpR} 3

Gambar 5. Struktur Manqiemen Risiko SPBE



Struktur Manajem.en Risiko SPBE merupakan struktur ex-offi.eio

yang menjalankan tr:gas tambahan terkait Manajernen Risiko
SPBE. Apabila Pemerintah Kabupaten Barito Selatan telah
memiliki kebijakan manajemen risiko bagi organisasi, struktur
Manqiemen Risiko SPBE hendaknya mengadopsi struktrrr
rnanqiemen risiko yang telah ada tersebut untuk keterpaduan
pelaksanaan manajemen risiko secara menyelu.ruh.

Di dala"rn penerapan Manqjemen Risiko SPBE, struktur
Man4iemen Risiko SPBE di Pemerintah Daerah dapat memiliki
strr-rktur yalag berbeda satu sarn"a lain. Perbedaan strulrtqr
Manajemen Risiko SPBE dapat dipengaruhi oleh ukuran
organisasi, kornpleksitas tugas, dan/atau tingkat risiko di
Pemerintatr Daerah. Pemerintah Daerah yang memiliki ukuran
organisasi yang besar, kompleksitas tr-rgas yang tinggi, dan/ atam
tingkat risiko yang tine8l rnemerlukan pengendalian Risiko SPBE
yang lebih ketat rnelalui struktur Manqjemen Risiko SPBE yang
lebih berjenjang.

1. Komite Manqjemen Risiko (KMR) SPBE

Komite Manajemen Risiko SPBE yang disingkat KMR SPBE

dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati Barito Selatan, dan
memiliki anggota yang terdiri atas pejabat Pemerintah
Kabupaten Barito Selatan yang rnemiliki kewenangan
penga.mbilan keputusan dan penetapan kebijakan strategis
terkait Manajernen Risiko SPBE. KMR SPBE memiliki trrgas
menyelenggarakan perumusall dan penetapan kebijakan,
pengendalian, pernantallats., dan evaluasi penerapan kebijakan
Manajemen Risiko SPBE. Dalarn rnelaksanakan tugasnya, KMR
SPBE rnenyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a. pen5rusunan dan penetapan kebijakan Manajernen Risiko

SPBE;

b. pen5rusurran dan penetapan kerangka kerja dan pedornan
pelaksanaarr. Manajemen Risiko SPBE;

c. pen5rusunarr" dan perretapan pakta integritas Manqjernen
Risiko SPBE;



penJruslrnan dan penetapan konteks Risiko spBE;
pengendalian proses Risiko spBE melalui kornunikasi d.an
konsultasi, pencatatan dan pelaporan, serta pernan:taua.'
dan evaruasi terhadap penerapan Manqiemen Risiko spBE;
dan

f. pelaksanaan komitmen pimpinan dan penerapala budaya
sadar Risiko SPBE.

2. Unit Pemilik Risiko (UpR) SPBE

Unit Pemilik Risiko spBE yang disingkat upR spBE
rnempakan trnit kerja di Pemerintah Kabupaten Barito Selatan
yang bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah. UpR
SPBE memiliki tugas melaksanakan penerapan Manajemen
Risiko SPBE pada ,nit keqia tertinggi sarnpai terendah. upR
SPBE terdiri atas llnstlr:
a. Pemilik Risiko spBE merupakan pejabat yang bertanggung

jawab atas pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko spBE
di unit organisasi tersebut;

b. Koordinator Risiko spBE merupakan peja.bat/pegawai yang
ditunjuk oleh pemilik Risiko spBE ,nt,k bertanggung
jawab atas pelaksanaan koordinasi penerapan Manqiemerr
Risiko SPBE kepada semua pemangku kepentingan baik
internal rnar;pu.n eksternal UpR SpBE;da.n

o. Pengelola Risiko spBE rnerupakan pejabat/pegawai yarag
ditunj,k oleh pemilik Risiko spBE untuk bertanggung
jawab atas pelaksana.an operasi.nar Manqiemen Risiko
SPBE pada unit-unit kerja ya'g berada di bawah upR
SPBE.

Dalam melaksanakan tugasnya, upR spBE menjalankan fungsi
sebagai berikut:
a- penJru.sunarf. dan penetapan penilaian Risiko spBE dan

rencana pelaksanaan Manqjemen Risiko spBE termasuk
renca'a kontinjensi penanganan Risiko spBE;

b. pelaksanaan koordinasi penerapan Manajemen Risiko spE}E
kepada semua pemangku kepentingan;

c- pelaksanaan operasionar Manajernen Risiko spBE yarag
efektif rnelalui kornunikasi dan konsr-rltasi, pencatatan dan

d.

e.



pelaporan, serta pemantauan d.an eval,asi; dan
d. pelaksana€rn pembinaan budaya sadar Risiko SPBE melalui

sosialisasi, bimbingan, pelatitra"n, dan superwisi penerapan
Manqiemen Risiko SpBE;

3. Unit Kepatuhan Risiko (UKR) SPBE

Unit Kepatuhan Risiko spBE yang disingkat uKR spBE
merrrpakan Perangkat Daerah atau unit organisasi pada
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang melaksanakan
fungsi pengawasan intern di Pemerintah Daerafr (Aparat
Pengawasan Intern Pemerintatr-APlP). UKR SPBE memiliki tuga"s
melaksanakan pengawasan terhadap penerapan kebijakan
Manajemen Risiko spBE di semua upR spBE. Dalam
melaksanakan tugasnya, UKR SPBE menjalankan fungsi sebagai
berikut:
a. penJrusunan kebijakan pengawasatt tertradap penerapan

Manqiernen Risiko SpBE;
b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap penerap€ul

Manqiemen Risiko SPBE di sernua UPR SPBE melalqi amdit,
reviU, pernantauan, evaluasi, dan kegiatan perrgawasal
lainnya;

c. pelaksanaan konsulta-si dan asistensi kepada. UPR SPBE
dalam penerapan Manqjernen Risiko SpBE;

d. penJrusun"an dan penyam.paian rekomendasi terhada.p
efektivitas penerapan Manajemen Risiko spBE kepada KMR
SPBE dan UPR SPBE;dan

e. pelaksanaan konsultasi dan asistensi kepa"da UPR dalam
pembinaan budaya sadar Risiko SPBE.

B. Budaya Sadar Rislko SPBE

Budaya sadar Risiko SPBE merr.rpakarr perilaku ASN yang
rnengenal, mernahami, dan mengakui kemungkinan terjadinya
Risiko SPBE, baik positif malrpun negatif, yang ditind.aklanjuti
dengan upaya yang berfokus pada penerapan Manqjernen Risiko
SPBE di Pemerintah Daerah.
ASN harus peka terhadap faktor-faktor dan peristiwa yang
mungkin berpengaruh terhadap tujuan dan sasaran penerapan



SPBE di Pemerintah Daerah. Dengan menyadari adanya Risiko
SPBE, ASN dapat rnerencanakan dan mempersiapkan tindakan
atam pen€rngarran Risiko SPBE secepatnya.. Keterlibatan ASN di
dalam budaya sadar Risiko spBE akan rnemberikan nilai
tam.bah dan rneningkatkan efektivitas penerapan Manajernen
Risiko SPBE yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan
kualitas penerapan SPBE di Pemerintah Daerah.

L. Faktor Keberhasilan
Faldor-faktor yang dapat rnendukung keberhasilan datarn
rnenciptaka.n budaya sadar Risiko SPBE antara lain:
a. Kepemimpinan

KMR SPBE trarus dapat menrrnjukkan sikap
kepemimpinan, yaitr-r konsisten dalarn perka.taan dan
tindakan, marnpu mendorong atam menggerakkan ASN
dalam penerapan budaya sadar Risiko SPBE, rn€unpu
menem.patkan Man{emen Risiko SPBE sebagai agenda
penting di dalam setiap pengambilan keputusan yang
terkait dengan penerapa-n SPBE, dan memiliki komitmerr
yarrg kuat menerapkan Manajemen Risiko spBE melalui
penyediaan sum.ber daya yang cukup, baik anggaran, SDM,
kebijakan, pedoman, rnaupun strategi penerapanrrya di
Pernerintah Daerah.

b. Keterlibatan Semua Pihak
Budaya sadar Risiko SPBE melibatkan semu.a ASN yang
terkait secara langsung rnaarpun tidak langsrrng dengan
perrerapan SPBE, ba.ik ASN yang berada pada KMR SPBE,
UPR SPBE, malr.pun UKR SPBE, karena mereka yang paling
memaharni terjadinya Risiko SPBE dan cara
penaJaganannya dalam level strategis rnaupr-rn operasional.

c. Komunikasi

Komunikasi tentang pentingnya Manajemen Risi.kn SPBE

hams dapat disampaikan kepada setiap ASN yang terlibat
dalarn penerapan SPBE melalui penyediaan saluran
kornunikasi yang variatif dan efektif. Tidak hanya KMR
SPBE rrerrya-rrrpaikan inforrnasi terkait kebi.iakan
Manqjemen Risiko kepada ASN, tetapi jug. ASN dapat



Ilaeny€unpaikan informasi Risiko spBE kepada pimpinan di
setiap jenjang terrnasrrk kepada KMR spBE. saluran
kornrrnikasi ini dapat diw-urjudkan rnelalui rapat-rapat
peng€unbilan keputr-rsan, berbagai perternuran dalarn proses
Manajemen Risiko SPBE, dan penyalrrpaian informasi
melalui salrrran komunikasi elektronik seperti surat
elektronik, sistem naskah dinas elektronik, sistem aplikasi
rnanajernen risiko, uideo conference, dan:- lain sebagainya.

d. Daya Responsif

Dalam budaya sadar Risiko spBE, Risiko spBE dieskalasi
kepada pihak yang bertanggung jawab agar dapat ditangani
denga.n cepat. sikap responsif ini sanga-t penting untuk
mencegah a;lcafir"an yang dapat rnengharnbat tercapainya
tujuan penerapan SPBE atampun meraih peluang untr-rk
mempercepat tercapainya tujuan penera.pEua spBE
termasr.rk peningkatan kualitasnya. ASN yang responsif
akan lebih siap bera-daptasi tertradap perubatran dan
penyelesaian masalah yang nrmit datam pen"erapan spBE.

e. Sistem Penghargaan

KMR SPBE hendaknya mernaharni secara langsung
permasalal.an yang dialami oleh ASN pada pelaksanaan
tuga-s UPR SPBE dan UKR SPBE, serta menjadikan
pencapaian kinerja Risiko SPBE seba.gai salah satrr
indikator dalam pemberian pengha.rgaa.n dan sanksi.

f. Integrasi Proses

Proses Manqjernen Risiko sPBE hendaknya diintegrasikan
dengan proses manajemen di Pemerintah Daerah sehingga
tidak dipandang sebagai tambahan beban pekerjaan.
lntegrasi proses dapat dilakukan dengan rnenyelaraskan
proses Man4jernen Risiko SPBE sebagai satr-r. kesatuan dari
setiap proses kegiatan, proses rnanajernen risiko, dan
proses rnamajemen kinerja Pemerintah Daerah.

g- Prograrn Kegiatan Berkelanjutan
Agar budaya sadar Risiko SPBE dapat diterima oleh ASN,
KMR SPBE henda.knya merr]rusun program kegiatan budaya
sadar Risiko SPBE secara sistematis dan terencana, seperti
kegiatan edukasi, berbagi pengetatlran, dan kunjungan



kerJa/ supervisi ke UpR SPBE.

2. Langkah-Langkah pengernbangan

Pengembangan budaya sadar Risiko spBE dapat dilakukan
rnelalr.ri langkah-langkah berikut ini:
a. Men5rusun perencanaan kegia.tan bud.aya sadar Risiko

SPBE;

b. Melaksanaka.n kegiatan budaya sadar Risiko SpBE; dan
c. Melakukan pernantauan dan evaluasi pelaks€rnaan

kegiatan btrdaya sadar Risiko SPBE.

Langkah-langkah pengernbangan budaya sadar Risiko spBE
dapat dilihat pada Garnbar 6 di bawal.. ini.

Gambar 6. Langkah Pengembangan Budaya sadar Risiko spBE

Perencanaan kegiatan budaya sadar Risiko SPBE difokuskan
pada.:

a. Pernetaan pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan
Manqjemen Risiko SPBE.

Tujuan dari pernetaarr pemangku kepentingan adatah unttrk
melakukan penilaian terha.dap pemarr,gku kepentingan
terkait peran dan ka.pasitas mereka dalam mempengaruhi
keberhasilan penerapan budaya sadar Risiko spBE, serta
untuk men]rusu.n prioritas kegiatan budaya sa"dar Risiko

Perencanaan Pelal<sanaan Femantauan
dan Evaluasi



spBE berdasarkan tingkat kek,atan, posisi penting,
ataupun pengaru.h dari pemangku kepentingan. Dalam hat
ini, pemangkr.r kepentingan d.apat diidentifikasi dengan
men-rjrlk pada stmktur Manajemen Risiko spBE yang
mencakup KMR SPBE, UpR SPBE, dan UKR SPBE.

b. Pengukura,n tingkat dukungan pemangku kepentinga_n
terhadap budaya sadar Risiko SPBE.
Hal ini rnenjadi penting untuk rnengeloia kegiatan budaya
sadar Risiko SPBE seca"ra efektif. Dukungan pemangku
kepentingan dapat digolongkan ke dalam tiga kategori,
yaitu: sangat mendukung secara konsisten, rnendr:kung
seca"ra tidak konsisten, dan tidak mendukung atau resistan
terhadap br.rdaya sadar Risiko SPBE"

c. Pengukuran tingkat kesiapan budaya sadar Risiko spBE.
Pengukuran ini biasanya rneilggunakan kuesioner
yang disarnpaikan kepada pernangku kepentingan, baik
secara. sampel rllaupurr sefilua popula_si. pengukrtral1
dapat difokuskan antara lain pada kornitrnen, rnanfaat/
darnpak, p€rrre-harrtan/kesadaran, tata. cara/prosed.ur
pelaksanaan da.n partisipasi dari peraa"ngku kepentingarr
terhadap perrerapan Manajernen Risiko SpBE.

d. Penlrusr-rnan rencana kegiatan budaya sadar Risiko spBE.
Rencana kegiatan yanrg tepa"t disusun dengan
rnefl3.pertimbangkan sumber daya ya_ng tersedia- di
Pernerintatr Daeral. seperti anggaran, waktu, sarana dan
prasarana, sDM pelaksana, peserta, dan metode
pelaksanaan. Metode pelaksanaan kegiatan budaya sadar
Risiko SPBE mencakup antara lain pela"tihan, serrri.nar,
sosialisasi, kelompok diskusi, berbagi pengetatruarr dan
pen galarnan, kon sultan si, p ernbirnbin gan / p end arnpingan,
dan supervisi.

Pelaksarraan kegiatan budaya sada-r Risiko SPBE difokuskan
pada irnplementasi rencana kegiatan budaya sadar Risik<>

-qPBE, yaitu:
a. Melakukan kornunika"si kepada pemangku kepentingan.

sebelum rnelaksanakan rencaraa kegiatan budaya sadar



Risiko SPBE, rencana tersebut perlu dikorntrnikasikan
kepada pernangku kepentirlg€rrr dengan rnernberikan
alasan-arasan yang rasional agar mendapatkan dukrrngan
pelaksanaatr. oleh pernangku kepentinganr.

b. Mengelola trarnbatan/kendala.
Dalarn pelaksanaar:r kegiatan brrdaya sadar Risiko spBE,
kendala kendala yang terjadi agar dikelota dengan baik
agar tujtran dari kegiatan tersebut dapat dicapai.

Pemantau.an dan evalrrasi kegiatan budaya sadar Risiko SPBE

ditujukan rrrrtuk meningkatkan budaya sadar Risiko spBE
melalui perbaikan berkelanjutan. Pelaksanaan pernantanr.an

dan evaluasi difokuskan pada:

1. Pengukuran perubahan tingkat dukungan, kesadaran,
dan pemaharnan dari pernangku kepentingan tertradap
penerapan Manqjemen Risiko SPBE.

Pengukuran terkait hal ini dapat dilakukan melalui
pengurnpulan dan analisis urnpan balik da.ri pernangku
kepentingan dengan cara sr,rpervisi ke unit-unit para
pernangku kepentingarL. Hasil a.nalisis selanjutnya
digunakan urntuk memutakhirkan tingkat dukungan,
kesadaran, dan pemahaman dari pemangku kepentingan",
serta. memberikan saran-saran perbaikan terhadap kegiatan
budaya sadar Risiko SPBE.

2. Pernrrtakhiran rencana kegiatan budaya sadar Risiko SPBE.

Rencanakegiatan budaya sadar Risiko SPBE dilakukan
pemutakhiran berdasark€ur. saran-sarar" perbaikan dengan
tetap rnempertimbangkane ketersediaan srrrnber daya yang
dimiliki oleh Pernerintah Daerah.

3. Pelaksanaan perbaikan berkelanjutan.
Rencana kegiatan budaya sa-dar Risiko SPBE yarrg telah
dirnutakhirkan dilaksanakan melahri langkah ke dua di
atas sehingga rnencapai peningkatan brrdaya sadar Risiko
SPBE.



FORMULIR 1.O

PAKTA INTEGRITAS MANAJEMEN RISIKO SPBE

<Logo Instansi Pemerintah Daerah>

PAKTA INTEGRITAS MANAJEMEN RISIKO SPBE

<NOMOR PIAGAM>

<NAMA UPR>

<NAMA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH>

<TAHUN PENERAPAN MANAJEMEN RISKO SPBE>

Dalarn rangka pencapaian sasaran spBE pa.d.a <Narna upR
SPBE>, saya menyatakan bahwa:
l. Peneta.pan konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, dan renca.na

penar.gana"n Risiko SPBE telah sesuai dengan ketentuan
Manajemen Risiko spBE yang berlaku di <Nama Instamsi
Pemerintah Daeralr>;

2- Rencana pen€ulganan Risiko spBE yang merrpakan bagian yang
tidak terpisahkan dari pakta integrita.s ini akan dilaksanakan
oleh selumhjajaran dalarn unit yang saya pimpin;

3. Pemanta.uan dan revir:. akan dilaksanakan sec€Lra berkala untuk
meningkatkan efektivitas Manqiemen Risiko SPBE.

<Tempat dan Tanggal Penetapan>
<Jabatan Pimpinan UPR>

<TTD>

<Nama Pimpinan UPR>
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FORMULIR 5.O

LAPORAN PEMANTAUAN RISIKO SPBE

Pemantaualf. Risiko SPBE Triwulan <I, I1, atanr III> Narna
Unit :

Sa.sa.ra-n :

Risiko ;

Besaran/Level Risiko SPBE saat ini dan proyeksi Risiko spBE

Penanganan yang telah dilakukan

Rencana Penanganan Penanggung jawab Waktu Pelaksanaan

Laporan

@



Laporan Pemantau.an Risiko SPBE Tahunan

Narna Unit :

Sasaran :

Risiko :

Besaran/Level Risiko SPBE Saat

Penanganan yang telah dilakukan

Rekomendasi



BAB 1I

PEIVUTUP

Penerapan Manajemen Risiko SPBE mutlakdiperluka' untuk lebih menjamia penea_paian tujuan daa:keberlangsungan dari SPBE. pelaksanaatt MandemenRisiko spBE diawari dengan pe**Irusurran dan penerapan"kera'gka kerja Manqiemen Risiko sp*,E yang terintegrasidengan proses kerja di pemerintah Daerah. Kerangkakerja Manajemen Risiko spBE mencakup prinsip,kepemimpinan dan komitmen, proses Manajemen Risiko$PBE, dan tata ke101a Manqiemen Risiko spBE. Dalampeiaksanaannya, kerangka kerja Manajemen Risiko spBEdapat disesuaikan dengan kondisi pemerintah Da.erah
masing-masing.

Agar Manajemen Risiko spBE dapat diimplernentasi
dengan baik, diperlukan peran serta seruruh pihak baikinternal pemerintah Daerah Kabupaten Barito selatan
rrraupurr pemangku kepentingan lain. Koordinasi dan
kolaborasi yang baik d.enga, ser,*rtr erernen terrnasr.rk
sistem yarig telah berjaJan di Kab,pa.ten Barito selatan
menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan Manqiemen Risiko
SPBE-

STLATAIIT,


